BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMENEP,

Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagal Warga Negara Republlk R
Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama‘.b\; L
dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki'.@
potensi dan kemampuan yang dapat dlkembangkan’:;
untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan St
masyarakat; o N

b. bahwa sistem pelayanan untuk penlngkatan
kesejahteraan yang ada bagi kaum Lansia dlrasakan’ P
kurang memadai baik secara kuantitatif maupun
kualitatif sehingga diperlukan upaya
pengembangan; CoL T

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah - tentang: -
Kesejahteraan Lanjut Usia. ~ f

L R
Mengingat : 1.. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara
’ Republik Indonesia Tahun 1945; Ao Uil
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, -tentang,

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupateni ,,;D_alam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor: 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 9); T IR

3.- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang:

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara -

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor--190;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone51a

Nomor 3796) ; P o

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang‘

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan ;

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), :

S
PP




S. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara Repubh
Indonesia Tahun 2003 Nomor

Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara R;pub
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahani:
Lembaran Negara Nomor 5587) sebaoalmana telah
diubah Kedua kali dengan Undang-Undang. Nomor 9.
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua' Atas'
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 358, Tambahan 5
Lembaran Negara Nomor S5679); »
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang o

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 'Repubhk f;, '

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan;. ;
Lembaran Negara Nomor 5063); £

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonema» "
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); - =0 5o -

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : tentang -
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan:
(Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_}
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004
tentang Pelaksanaan Upaya Pemngkatan o
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran. ‘Negara -
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 144,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451); -4 wion o

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T ahun 2005 .
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasakn"
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor- 165;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm
Nomor 4593); Ry L.ﬂ‘

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tcntang »
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 -
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indones1a
Tahun 2014 Nomor 199); :

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dae;rah, L
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor. xS -
Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Us1a L

Dengan Persetujuan Bersama ianfoaaby
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN’I, .
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP,




Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAH
LANJUT USIA.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deng

1.

10.

11.

12.

13.

14.

MEMUTUSKAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah K
Sumenep;

Bupati adalah Bupati Sumenep;
Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten
Sumenep;

Lanjut Usia yang selanjutnya di smgkat ”lansra
adalah seseorang yang telah mencapai us1a 60,v
(enam puluh) tahun atau lebih; : .
Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehldupan.»
dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa;
keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir .
batin yang memungkinkan para lansia memenuhi:
kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-|
baiknya dengan menjunjung tinggi hak- aza81
manusia; o
Pemberdayaan adalah setiap upaya menmgkatkan;‘ff
kemampuan fisik, mental sp1r1tua1 dan keterampllan
agar peran lanjut usia s1ap didayagunakan sesua1 0
dengan kemampuan masing-masing; e ;_4« el
Lansia Potensial adalah lansia yang masih mampu
melakukan pekerjaan/ keglatan yang-.- dapat
menghasilkan barang dan/atau jasa; R R
Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tldak
berdaya mencari nafkah sehingga hldupnya
bergantung bantuan orang lain;

Lansia terlantar adalah lansia yang karena suatu
sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya
baik rohani, jasmani maupun sosialnya; S o
Karang Werda adalah wadah untuk menampung
kegiatan para Lansia;

Panti Werda adalah sistem pelayanan keseJahteraan
bagi Lansia yang terlantar; : I
Keluarga adalah unit sosial terkecﬂ dalam
masyarakat yang terdiri dari suami- istri, .atau .
suami-istri dan anaknya, atau ayah dan- anaknyat k
atau ibu dan anaknya dan anaknya beserta kakek :
dan/atau nenek; :
Bantuan sosial adalah upaya pemberlan bantuan
yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia poten51al
dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sos1a1nya




15. Perlindungan sosial adalah upaya Pemermtah.
Daerah dan/atau masyarakat untuk membehkan
kemudahan pelayanan bagi lansia tidak potcnsy
agar dapat mewujutkan dan menikmati taraf. h1du
yang wajar;

16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera bad
dan sosial yang memungkinkan setiap or
produktif secara sosial dan ekonomis;

17. Pembinaan adalah upaya meningkatkan h
martabat hidup Lansia, sehingga gairah hi
terpelihara, lewat organisasi atau per
khusus para Lanjut Usia; ,

18. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh? i
dan menggunakan sarana, prasarana dan’ faé111tas;;
umum bagi lanjut usia untuk memperlancar-}f-

mobilitas lanjut usia; Emerd ey
19. Masyarakat adalah perorangan, kelompok: - dan o

organisasi sosial dari/atau orgamsam

kemasyarakatan; :

20. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungs1 k

untuk kepentingan publik, baik berupa;;fungsi

keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi somal dan“;‘ ‘
budaya; : R

21. Pelayanan Harian Lansia (day care servzces) adavi‘hf?-}:_i :

suatu model pelayanan sosial yang dlsedlakna'hbagi:

lansia bersifat sementara, dilaksanakan pada: smng'v‘:

hari di dalam atau diluar panti dalam waktu
maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang- -dikelola
oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional; .
22. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (home: care
services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi lansia -
yang dilakukan di rumah atau di dalam- keluarga_:
sendiri; i
23. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Penggantl (Foster
Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi.
lansia di luar keluarga sendiri ‘dan diluar; lembagaﬁ
dalam arti lansia tinggal bersama -keluarga.

lain/pengganti karena keluarganya tidak dapatj =

memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau 3
dia berada dalam kondisi terlantar. oo e

BAB II o
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN - -

Pasal 2 t '>

Peningkatan Kesejahteraan Lansia diselenggatakaln‘ :
berdasarkan azas keimanan dan ketagwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan;
serta keserasian dalam berkehldupan s yang
berperikemanusiaan yang adil dan beradab. .




Pasal 3

Peningkatan Kesejahteraan Lansia didasar;
prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, k
pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Penlngkatan Kese_]ahteraan Lansia ditujuk:
memperpanjang usia harapan hidup dan masa.p oduktl
mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada
Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem mlal budaya'-_:-
dan kekerabatan bangsa Indonesia. B -

BAB III
KEPERANSERTAAN

Pasal 5

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan,j I
bernegara serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa. o

Pasal 6 S

Setiap Lansia dapat berperanserta dalam memblmblng, ’
mengamalkan, menularkan, mewariskan dan

‘memberikan keteladanan kepada generasi penurus dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa danf
bernegara. :

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada._.k. ¥y

‘a. Lansia, atau kelompok Lansia, yang berjasa dalarn:.
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dany. -

b. Perorangan, kelompok, keluarga organisasi/ lembaga
dan badan wusaha yang berjasa dalam upaya E
peningkatan kesejahteraan lansia.

e

BAB IV
-RUANG LINGKUP

Pasal 8 . EE ! .‘l'x'

(1) Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi : :
a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; L
b. pelayanan kesehatan; S
c. pelayanan kesempatan Kerja; e
d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; =~ - ‘iz
e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam;
penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana ;
umum; g

- <'w R



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

f. pemberian kemudahan dalam layanan
bantuan hukum;
g. bantuan sosial; dan
h. perlindungan sosial. G
Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaim
dimaksud pada ayat (1) dilaksankan oleh dan- menjadl
tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, keluar
dan masyarakat sesuai dengan kewen""nga i
kapasitas masing-masing.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Baglan Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Mental Sp1r1t’j

Pasal 9

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual | bag1
Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8~ayat~(1)3g,
huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal . -rasa
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha .
Esa. 3 coon
Pelayanan keagamaan dan mental spmtuallv _
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan: .
melalui peningkatan kagiatan keagamaan " sesuai:
dengan agama dan keyakmannya masing- masmg,:’:-.
meliputi: RN
a. bimbingan keagamaan dan kerohanian; dan H
b. penyediaan aksesibilitas pada tempat: ternpat‘;‘ o
peribadatan. ' v

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan. -untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.dan
kemampuan Lansia agar kondisi fisik mental, -
sosialnya dapat berfungsi secara wajar. e b
Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagalmanav |
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : o
a. penyuluhan dan penyebarluasan 1nformasxf
kesehatan (promosi kesehatan) Lansia melalii
media cetak, elektronik, audio visual dan medlai B
irformasi lain; ' ‘
b. upaya penyembuhan (kuratif), yang dlperluas;
pada bidang pelayanan geriatric/gerontologik
ditingkat Puskemas sampai Rumah Sakit;




C.

terminal, dalam bentuk Panitia Medlk Lan

serta peningkatan sumberdaya  man
kesehatan geriatric; e
d. pengembangan Pos Pelayanan . .

(POSYANDU) Lansia dan Puskesm
Lansia serta poli dan rawat inap Lan
Sakit.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan kes
Lansia yang tidak mampu, diberikan
biaya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. '

Bagian Ketiga ;
Pelayanan Kesempatan Kerja -

Pasal 11 A

Pt

(1) Pelayanan kesempatan kerja sebagalmana dlmaksud ¥
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dlmaksudkan memberi i
peluang bagi Lansia potensial : untqkt‘ ‘

mendayagunakan pengetahuan, - keahhan -
kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang
dimilikinya. A de i

(2) Pelayanan kesempatan kerja sebagalmana dlmaksud[ e
pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal danf L
non formal, melalui perseorangan
kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemermtah*;‘
Daerah maupun masyarakat.

Paragraf 1
Sektor Formal

Pasal 12

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat [ (2), L
dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan
kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.: =

Pasal 13 —

(1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang-_se_lﬁa's-_y
luasnya kepada tenaga kerja Lansia potensial yang
memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi .
pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai’
dengan bakat, minat, dan kemampuannya. ' ‘

(2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhat1kan faktor
a. kondisi fisik;
b. keterampilan dan/atau keahlian; 7

~c. pendidikan;




(1)

(2)

d. formasi yang tersedia;
e. bidang usaha.

.Paragraf 2
Sektor Non Formal

Pasal 14

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor.no
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7
dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkati 1khm{ o
usaha bagi Lansia potensial yang rnempunyal .
keterampilan dan/atau keahlian untuk - rnelakukani N
usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama '

pada ayat (1) dilaksanakan melalui : g ;

a. bimbingan dan pelatihan menajemen usah '
sehat; dan

b. pemberian kemudahan dalam pelayana

modal usaha.

Pasal 15 -

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktlf
dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial
melalui  kemitraan bidang peningkatan - kualitas"
usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatlhan

(1)

(2)

(1)

keterampilan di bidang usaha yang dimiliki. - RTINS

Pasal 16 ' v :5‘:)31{:; :

Bagi Lansia potensial yang mempunyai: keteramplla,n
dan/atau keahlian untuk melakukan usaha; sendm
atau melalui kelompok usaha bersama- dapat
diberikan bantuan sosial. -
Pemberian bantuan sosial sebagaimana dlmaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan
stimulan usaha yang bersifat tidak tetap d1sesua1kan
dengan keuangan daerah. o s a

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatlhan

Pasal 17

Pelayanan pendidikan dan pelatlhan sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf.- Lgil
dimaksudkan untuk meningkatkan »pengctahuani
keahlian, keterampilan, kemampuan, = - .dan .
pengalaman Lansia potensial sesuai dengan poten31
yang dimilikinya. . o e

NE S Y
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maupun non formal sesuai dengan minat da_
yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pem Vnt
Daerah, masyarakat dan dunia usaha. - &

Bagian Kelima -
Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan
dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan;P;a

Pasal 18

a. pemberian kemudahan |
administrasi pemerintahan dan masyar kat~ ~pada
umumnya; -

b. pemberian kemudahan dalam pelayanan 1~dan;
keringanan biaya sesuai dengan - peratur_anjj
perundang-undangan yang berlaku; : Sh

c. pemberian kemudahan dalam melakukan o
perjalanan; dan LA S

d. penyediaan fasilitasi rekreasi dan "olah raga'l,,
khusus. : o

(2) Pelayanan untuk mendapatkan - kemudahan dalarn,-
penggunaan sarana dan prasarana . umum,
dimaksudkan untuk memberikan akses1b1htas'.ff?7
terutama di tempat-tempat umum yang dapat";f"‘ :

menghambat mobilitas Lansia. lE 4o

Paragraf 1
Kemudahan dalam Penggunaan Fasﬂltas Umum G

Pasal 19 -

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahandalamf’ ‘
pelayanan kepada Lansia untuk memperoleh
pelayanan administrasi pada lembagaglembaga .
keuangan, perpajakan dan pusat pelayanéfn
administrasi lainnya. ‘ e

(2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual dengan '
ketentuan peraturan perundang- undangan yangf{;*?
berlaku. : -

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha
memberikan kemudahan dalam pelayanan biaya
kepada Lansia untuk : :

a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan
sarana; e e ayte




(2) Ketentuan mengenai pemberian kemud

‘bagi Lansia dalam bentuk : :

b. angkutan umum baik darat laut maupu
c. akomodasi; £
d. pembayaran pajak;
e. pembelian tiket masuk tempat wisata;

pelayanan dan keringanan biaya
dimaksud pada ayat (1) sesuai deng
peraturan perundang-undangan yang be

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan idunra

dapat memberikan kemudahan dalarh melakul‘:alriE

perjalanan kepada Lansia untuk :
a. penyediaan tempat duduk khusus; i
b. penyediaan loket khusus; S

c. penyediaan kartu wisata khusus; IR

d. penyediaan informasi sebagai himbauan - u'ntuk o
mendahulukan Lansia. G

(2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam -
melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan kemampuan - daerah

masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 22

«;7;,“. ..:._.‘;1..._

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia - qsaha.-..‘
menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga“ khusus -

kepada Lansia dalam bentuk :

i

a. penyediaan tempat duduk khusus di tempati} :

i

rekreasi;

b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreas1
c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga; ";(_(jg,- L

d. penyelenggaraan wisata Lansia; :
e. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaram %E

(2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan.
olah raga khusus sebagaimana dlmaksud pada ayat-
(1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-
masing badan atau lembaga, masyarakat dan duma'

usaha.

Paragraf 2 -
Kemudahan dalam Penggunaan Sarana
dan Prasarana Umum

R

Pasal 23

Setiap pengadaan sarana dan prasarana' umum . dl:éhf
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia .

usaha dilaksanakan dengan menyediakan: aksesibilités

a. fisik; , . ST SRR
b. non fisik; , o e




Pasal 24

(1) Penyediaan aksesibilitas yang ber;bent':
sebagaimana dimaksud dalam Pasal :2
dilaksanakan pada sarana dan prasararn
~meliputi :
a. aksesibilitas pada bangunan umum;
b. aksesibilitas pada jalan umum;
c. aksesibilitas pada angkutan umum;
d. aksesibilitas pada sarana dan pra
lainnya. R
(2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non ﬁ31kv:~.~~_
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b
meliputi : ey ; %

a. pelayanan informasi;
b. pelayanan khusus.

Pasal 25

(1)
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (_1
dilaksanakan dengan menyediakan : o
. akses ke, dari, dan di dalam bangunan; . SOReH
. tempat parkir dan tempat naik turun penumpangf
tempat duduk khusus; T T
.pegangan tangan pada tangga, d1nd1ng, kamarﬁ_ '
mandi dan toilet; e ey ;
e. tempat telepon; - o
f. tanda-tanda peringatan darurat atau smyal
(2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunanf
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan"
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. o

oo o

SR T

Pasal 26

Aksesibilitas pada jalan umum sebagalmana dlmqksqd

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan

menyediakan : e R LR

a. akses ke dan dari jalan umum; PR S L
b. akses ke tempat pemberhentian bus /kendaran

c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki; .o 7 :
d. tanda - tanda/rambu - rambu dan/atau marka Jalan

e. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 27

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dllaksanakan

dengan menyediakan : R Y &
a. tanda naik/turun; SRV B
b. tempat duduk khusus yang aman dan- nyaman, sfe B
c. alat bantu; AT s
d. tanda-tanda, rambu-rambu atau s1nyal

1

D g |

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagalmana :
|

e




Pasal 28

Pelayanan informasi sebagaimana yang din
Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilaksanakan ¢
penyediaan dan  penyebarluasan  info
menyangkut segala bentuk pelayanan yang:dist
bagi Lansia.

Pasal 29

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud-‘dalar

24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk‘

a. penyediaaan tanda-tanda khusus, buny" an ;|
pada tempat-tempat khusus yang dlse&haka
setiap sarana dan prasarana bangunan
umum,; : e

b. penyediaan media informasi sebagal
komunikasi antar Lansia. bty

Pasal 30 =
wal
(1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemermtah Daerah
masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan: secara,'? R
bertahap dengan memperhatikan prioritas -
aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuikan
dengan kemampuan keuangan daerah. e Tt
(2) Sarana dan prasarana umum yang dlbutuhkan
Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlanur L
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. A

Bagian Keenam »
Pemberian Kemudahan Layanan ;.
dan Bantuan Hukum

Pasal 31 : i
(1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan *hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf
f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberlkan '
rasa aman kepada Lansia. e
(2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukurn '
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan -
melalui : 5 ey ‘:,1;..:1'? I
a. penyuluhan dan konsultasi hukum; ' R
b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/ atau d1
dalam pengadilan; Food
c. pendampingan sosial bag1 Lansia yang berhadapan =
dengan hukum di luar pengadilan. =




Bagian Ketujuh
Bantuan Sosial

Pasal 32

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasa
: ayat (1) huruf g, diberikan kepada Lansia Poten31a
yang tidak mampu agar Lansia dapat m
kebutuhannya dan memngkatkan ]

kesejahteraannya.
Bantuan sosial sebagaimana dimaksu

()

(3)
memperoleh bimbingan sosial.
Pasal 33

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk ;: = | o

a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lan51a Poten31a1 o

: yang tidak mampu; - b SR

b. membuka dan mengembangkan usaha. dalam rangka PR
meningkatkan pendapatan dan kemandlrlan dan o

c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh :
kesempatan berusaha. :

- \ ;
2l

Pasal 34 5

Pemberian bantuan sosial dllaksanakan dengan
memperhatikan keahlian keterampilan, bakat dan minat .
Lansia Potensial yang tidak mampu, serta tuJuani
pemberian bantuan sosial sebagaimana dlmaksud dalam .
Pasal 33. i

Pasal 35 R RN T

(1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia
Potensial yang tidak mampu, baik perorangan- atau
kelompok untuk melakukan usaha sendiri - atau‘ il

, kelompok usaha bersama dalam sektor non formal. - R

(2) Pemberian bantuan sosial dapat dllaksanakan d1jfi i
dalam panti dan/atau di luar panti. AR

(3) Bantuan sosial di luar panti sebagalmana dlmaksud; -
pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :

a. pelayanan harian Lansia ( Day Care Servzces ) A

b. pelayanan melalui keluarga sendiri - (Home Care;
Service ) ; CE e

c. pelayanan melalui keluarga penggant1 ( Foster Care b
Service ); '

d. Usaha Ekonomis Praktis (UEP);

e. Kelompok usaha bersama ( KUBE ).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
bantuan sosial dan pembinaan .akan. dlatur -diatur
dalam Peraturan Bupati. S F LY P




Pasal 36

(1) Dalam rangka pemberian bantuan sosid
Daerah melakukan pembinaan terh
Potensial yang tidak mampu.

(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud
dilakukan melalui bimbingan,
pendidikan dan latihan keterampilan;’
informasi, dan/atau bentuk pembmaan la

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara,
bantuan sosial dan pembinaan akan. dlatur dalaml
Peraturan Bupati. :

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial
Pasal 37 S
e
(1) Pemberian - perlindungan sosial -, sebagalmaq
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf ;
dimaksudkan untuk memberikan perhndungan be
Lansia Tidak Potensial agar terhindar dari b(;:rbaga
resiko S etk
(2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). mehpu i
berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik; . mentalf EEE
maupun sosial yang dapat mengak1batkan] :
ketidakmampuan Lansia rnenjalankan peranan‘
sosialnya. I
(3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat o
(1) dilaksanakan melalui : o
a. pendampingan sosial, baik yang dllaksanakan'
dikediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi’
kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan.-oleh -
Pemerintah Daerah maupun masyarakat;j: -« =z
b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan
bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sos1a1 i
baik dikelola Pemerintah Daerah - maupun;v
masyarakat; : ‘;'3_
c. pemberian pelayanan dan jaminan. 3051a1 dalam"
bentuk santunan langsung di luar pant1 ‘bagi
Lansia yang hidup dan dipelihara dltengah—tengarh'
keluarga atau masyarakat lainnya, sedangkan
bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan-
terlantar diberikan santunan melalui sistem:panti;
d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang
meniggal dunia dan tidak diketahui diketahui
identitasnya dilalukan secara bermartabat adalah
menjadi tanggungjawab Pemerintah - Daerah
dan/atau masyarakat setempat.

I8
R AR T

e

'L.l

(1) Pemerintah Daerah membentuk Pant1 Werda guna.
menampung Lansia terlantar. - -

wb e




(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Panti werda yang dikelola Pemerir
sebagaimana dimaksud pada ayat ( i
untuk Lansia terlantar dengan perse
Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.
Untuk memberikan perlindungan k
terlantar, masyarakat dan dunia
membentuk Panti Werda.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINAS

Pasal 39

Di Desa atau Kelurahan dibentuk lemb
Werda yang merupakan wadah bagl keglat

Pemerintah Desa atau
memberdayakan Lansia.
Koordinasi Karang Werda dllakukan F :
kerjasama Karang Werda yang merupakan,,_ Jarmgar;__
kerjasama antar Karang Werda pada hngkup o
kecamatan. F
Pembinaan Karang Werda sebagalmana dlmaksudif

pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. S

kelurahan

Pasal 40

Dalam wupaya peningkatan Kkesejahteraan r:soaal, |
Lansia ditingkat Daerah, dapat dibentuk:, ~Komisi
Daerah Lansia dengan Keputusan Bupatl R T
Komisi Daerah Lansia sebagaimana dlmaksud pa a
ayat (1) pada dasarnya mempunyai . rtugas;f .
mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pemngkatan
Kesejahteraan Lansia, memberikan- saran- dan Vi
pertimbangan kepada Bupati dalam - menvuaun ;
kebijakan upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia,! T,' o

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 41

Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan - yang
seluas-luasnya untuk Dberperan dalam: upaya
peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. . pai
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat‘
(1) dapat dilakukan secara perseorangan,, keluarga,.
kelompok masyarakat, organisasi s051a1 dan/atau
organisasi kemasyarakatan. Lo TR

R (l. :




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus
| ditetapkan paling lama waktu 1 (satu) tahun terhitung
| sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 1 September 2015

|
|
|
|
|
|
|
|
Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si
|
\
|
|
|
|
|
\
\

Diundangkan di : Sumepep
pada tanggal : 10 D¢sember 2015
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